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Pemkab Pesisir Selatan
Kembali Raih Opini WTP

PENYERAHAN LHP - Kepala Perwakilan BPK Rl sumbar, Arif Agus ketika
penyerahan LHP LKPD Ianun 2022 kepada wabup Pessel, Rudi Hariyansyah,
c'idampingi Ketua DPRD Ermizen bertempat di Aula Kantor BPK Rl Sumbar di
Padang, Jumat (12l5). (ist)

PAINAN - Pemerintah Kabupa-
ten Pesisir Selatan kembali me-
raih opini Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP) atas Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tahun Angga-
ran 2O22.

LHP itu diserahkan Kepala
Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan {BPK) Provinsi Su-
matera Barat, Arif Agus kepada
Wakil Bupati Pesisir Selatan,
Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si
bertempat di Aula Kantor BPK
RI Sumbar di Padang, Jumat
(12l5) lalu.

Bersambung ke A-7

Pemkab Pesisir...

Wabup Pessel Rudi l-Iariyansyah menjelaskan,
opini WTP kali ini adalah yang ke-10 kalinya
secara berturut-turut yang diraih Pemkab Pessel.
Artinya, pemkab berhasil mempertahankan
\VTP ini.

'lHal itu diraih berkat sinergitas yang baik
antara semua pihak, termasukbPRn aan fita
berhasil mempertahankan opini WTP ini. Kita
mengapresiasi kinerja perangkat daerah yang
telah dilakukan selama ini," kata Rucli.

Wabup juga mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah bekerja dengan
sungguh-sungguh dalam mengelola keuangan
daerah, sehingga Kabupaten Pesisir Selatan
memperoleh predikat opini WTP yang kesepuluh
kali.

"Alhamdulillah, kita mendapatkan predikat
opini WTP yang kesepuluh kali. Itu tandanya
Pernerintah Kabupaten Pesisir Selatan beserta
jajaran sangat serius bekerja, dan tentunya
predikat ini harus kita pertahankan kedepan
nya," harap Rudi.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK
RJ Provinsi Sumatera Barat, Arif Agus mengata
kan, pada penyerahan LHP kali ini Kabupaten
Pesisir Selatan termasuk dalam kategori 3 besar
dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksian (TLHP)
dengan skor 80,57%.

"Secara keseluruhan, pemerintahan kabupa
ten/kota di Sumatera Barat yang hadir saat ini
perlu menindaklanjuti beberapa permasalahan
yang ada, " -kata Arif.

Lebih lanjutArif memaparhan, permasalahan
itu di antaranya, penatausahaan kas dan aset
yang belum tertib, kelebihan pembayaran hono-
rarium, belanja BBM yang didukung bukti yang

sah, perjalanan dinas, volurn* pekcrjaan
konstruksi dan keterlarnbatan pembengllna*
gedung.

Ketua DPRD Kabupaten Fesisir $elal.an,
Ermizen pada kesempa.tan itu rnengalal;tiln,
pihaknya menga,presiasi kepada llilK fii dau
para Auditor yang secara profesiona,l tinggi
serta berpedoman pada peraturan yang beriaku
dalam menjalankan tahapan pemeriksaan. "Sii.to
berharap Pemkab Pesisir Selatan, tetap konsis
ten mempertahankan opini ini, dan tentun.yri,
tetap serius menindaklanjuti rekomerndasi f$P!,
pada LHP ini," tambahnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Snlaian,
llellen Hesmeita mongatakan, hai ini Eialanr
rangltil nlglaksanakan amllilat tindiurg - ul'ltle.ng
No. 15 Tahun 2004, tentang pemeritrrsuiln
pengelolaan dan tanggung jnwab lieua,ug*,rr
negara. "Hasil yang diraih ini menjacli bi.rkti
bahwa kita seriirs dan berkornitmen *at*lrn
pengeiolaan keuangan daer.ah yang sesuai
dengan standar akuntansi perneriniaii;rn
berbasis akrual laporan kerrangan,' jela.snya.

Sementara itu, Inspektur D*era,h Pesi$i,r
Selatan, Rusdiyanto mengatakan, ]:erdarsallia,n
hasil pem.eriksaan BPK ltl dapat disimpuiknn
bahwa Sistem Fengendalian lnturn {:j}}l}
Kabupaten Pesisir Selatan dinilai haik nntuk
tahun angganm 2O22. "Pemeriksaan ISFK at*ls
LKPD ini merupakan pemeriksaan rrandat*ri
yang bertujuan untuk menilai kelvariarun m!-as
penyajian laporan keuangan, " jelasnya"

Acara tersebut dihadiri oleh 7 kepala daerata
beserta ketua DPRD masing-masing. I.)*.lllml
kesempatan itu, turut mendampirrgi Wakit
Bupati, antara lain Kepala BPKAD, F{ellcn
Hesmeita, Inspektur Daerah, Rusdiyanto dan
Kepala Bidang IKP Diskominlb. Wildan. (aO'r)


